SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a.

PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 60 Tahun 2017 telah ditetapkan Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
Utara;

bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-
Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017 Nomor 56), Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;



Mengingat :

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara
Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Uridang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 32);

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor
39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-
Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19).



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN
TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu
adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah
penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan
menengah dan pendidikan khusus, yang dibentuk sebagai unit
kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan
fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki
keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan
tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
DINAS
Pasal 2

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah/kewenangan provinsi di bidang

pendidikan serta tugas pembantuan.

Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyelenggaraan  perumusan  kebijjakan  manajemen
pendidikan menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga
kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra,
sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

penyelenggaraan  kebijakan  manajemen = pendidikan
menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan,
perizinan pendidikan, bahasa dan sastra, sesuai dengan

lingkup bidang tugasnya;

. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan manajemen

pendidikan menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga
kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra,
sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

penyelenggaraan administrasi manajemen pendidikan
menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan,
perizinan pendidikan, bahasa dan sastra, sesuai dengan

lingkup bidang tugasnya;

. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Gubernur,

terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai uraian tugas:

a.

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang
pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
menyelenggarakan perencanaan program kerja bidang
pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang pendidikan menengah dan pendidikan

khusus;



menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas bidang

pendidikan lingkup Provinsi dan Cabang Dinas;

. menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan menengah

dan pendidikan khusus serta pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan;

menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
bidang pendidikan;

menyelenggarakan koordinasi dan sinergitas kemitraan

pendidikan dengan Dinas Kabupaten/Kota;

. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),

Kepala Dinas Pendidikan dibantu:

a.

b.

b

Sekretariat;

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
d.

€.

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;

Bidang Pembinaan dan Ketenagaan;

Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara dengan cakupan
kerja Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Deli,
Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Helvetia,
Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan,
Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan
Sunggal, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan
Tuntungan;

Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan dengan
cakupan kerja Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan
Medan Area, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan
Baru, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Kota,
Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Perjuangan,
Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Polonia,

Kecamatan Medan Timur;

. Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam dengan

cakupan kerja Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan
Tanjung Morawa, Kecamatan Galang, Kecamatan

Patumbak, Kecamatan Beringin, Kecamatan Labuhan Deli,



Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Bangun Purba,
Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Sinembah Tanjung
Muda Hulu, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir,
Kecamatan Gunung Meriah;

Cabang Dinas Pendidikan Stabat dengan cakupan kerja
Kabupaten Langkat dan Kota Binjai;

Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah dengan cakupan
kerja Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi;

. Cabang Dinas Pendidikan Pematang Siantar dengan
cakupan kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten
Simalungun;

Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan dengan
cakupan kerja Kabupaten Humbang Hasundutan dan
Kabupaten Tapanuli Utara,;

. Cabang Dinas Pendidikan Balige dengan cakupan kerja
Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir;

. Cabang Dinas Pendidikan Sibolga dengan cakupan kerja
Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga;

. Cabang Dinas Pendidikan Gunungtua dengan cakupan
kerja Kabupaten Padanglawas dan Kabupaten Padanglawas
Utara;

. Cabang Dinas Pendidikan Sidempuan dengan cakupan
kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten
Mandailing Natal dan Kota Padangsidempuan;

. Cabang Dinas Pendidikan Rantauprapat dengan cakupan
kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten
Labuhanbatu;

. Cabang Dinas Pendidikan Tanjungbalai dengan cakupan
kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kota
Tanjungbalai;

. Cabang Dinas Pendidikan Kisaran dengan cakupan kerja
Kabupaten Batubara dan Kabupaten Asahan;

Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe dengan cakupan
kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten
Pakpak Bharat;



u. Cabang Dinas Pendidikan Gunungsitoli dengan cakupan
kerja Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kota
Gunungsitoli;

v. Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam dengan cakupan
kerja Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias
Barat;

w. Cabang Dinas Pendidikan Sunggal dengan cakupan kerja
Kecamatan Sunggal, Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Hamparan Perak,
Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Kutalimbaru,
Kecamatan Namorambe, Kecamatan Delitua, Kecamatan
Sibiru-biru, Kecamatan Sibolangit;

x. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan

pengelolaan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA),

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB)

dan sarana prasarana sekolah di Lingkungan Dinas,

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program,

keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi
umum dan perizinan;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian,;

c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;

d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. penyelenggaraan pengelolaan aset dan barang milik
negara/daerah;

f. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga,

hubungan masyarakat dan perundang-undangan;






